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BUPATI BUOL,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2017 Tentang Penataan Desa Perlu
Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penataan
Desa;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan  Kabupaten Buol, Kabupaten
Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan  Kabupaten Buol, Kabupaten
Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa {(Lembaran Negara Republik Indoncsia



Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

4.

10.

11.

12,

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Buol.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di
bidang pemerintahan dalam negeri.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahaan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom

Bupati adalah Bupati Buol.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang
berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah
Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang
dipimpin oleh Camat.

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus  urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Badan Permusawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang
anggotanya wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
yang ditetapkan secara Demokratis

Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang
bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk Desa Baru
Musawarah  Desa adalah Musawarah antara Badan
Permusawaratan Desa, Pemerintah Desa dan Masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis .
Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah
tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintahan
dan Pemerintah Daerah

Kode wilayah administrasi pemerintahan adalah identitas
wilayah administrasi pemerintahan yang dijadikan pedoman
dalam penataan sistem informasi pemerintahan. ‘
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15. Data wilayah administrasi pemerintahan adalah data dasar yang
memuat nama wilayah, luas wilayah, dan jumlah penduduk
yang dirinci dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten.

16. Hari adalah hari kerja.

BAB II
KEDUDUKAN DAN PENATAAN DESA

Pasal 2

Desa berkedudukan di wilayah Daerah.

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa.

(2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintah Desa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :

a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan

Desa;

mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;

mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;

meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan

. meningkatkan daya saing Desa.

enataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

pembentukan;

penghapusan;

penggabungan;

perubahan status; dan

penetapan Desa.

=
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BAB III
PEMBENTUKAN DESA
Pasal 4

(1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(4) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar
Desa yang ada.

(2) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai Pembentukan Desa
berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan
Pemerintahan Desa.

(3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan
mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal-usul, adat-
istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta
kemampuan dan potensi Desa.

(4) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi syarat :

a. batas usia Desa Induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung
sejak pembentukan;

b. jumlah penduduk paling sedikit 2.000 {Dua ribu) jiwa atau
400 (Empat ratus) kepala keluarga;

c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar
wilayah;

d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup
bermasyarakat sesuai dengan adat-istiadat Desa;

e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber
daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;

f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa
yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

g sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan

pelayanan publik; dan
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h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan
tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. cakupan wilayah Desa terdiri atas Dusun dan sebutan lain

(5) Dalam wilayah Desa dibentuk dusun yang disesuaikan dengan
asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat
Desa.

(6) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui Desa Persiapan.

(7) Desa Persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa Induk.

(8) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat
ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1
(satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

(9) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 5

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah dapat berupa :

a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
atau A

b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1
(satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu)
Desa baru.

c. Penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa Baru

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Desa melalui
pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib
mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa
Induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 7

(1) Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 dibahas oleh Badan Permusyawaratan Desa Induk dalam
musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan yang
dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dengan dilengkapi
dengan Notulen Musawarah Desa

(2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi
Bupati dalam melakukan pemekaran Desa.

(3) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 8
(1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) membentuk tim

Pembentukan Desa Persiapan.

(2) Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit terdiri atas :

a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan
Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan
pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan,;

b. Camat; dan

c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan
pengembangan  wilayah, pembangunan, dan  sosial
kemasyarakatan.



(3)

(4)

(5)

Tim pembentukan Desa Persiapan mempunyai tugas melakukarg
verifikasi persyaratan pembentukan Desa Persiapan sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil tim pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang
menyatakan layak atau tidaknya dibentuk Desa Persiapan.
Dalam hal rekomendasi Desa Persiapan dinyatakan layak,
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan

Desa Persiapan.

Pasal 9

Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dapat
ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa Persiapan.

(1)
(2)

(3)

(4)

(8)

Pasal 10

Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud

dalam Pasadl 8 ayat (5) kepada Gubernur.

Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Gubernur menerbitkan surat yang memuat kode

register Desa Persiapan.

Kode register Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) merupakan bagian dari kode Desa induknya.

Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan

sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat Penjabat Kepala

Desa Persiapan.

Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah

Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan

dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa

jabatan yang sama.

Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa

induknya.

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan

meliputi :

a. Penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah
kartografis;

b. Pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang

bersumber dari APBDesa Induk;

Pembentukan struktur organisasi;

Pengangkatan perangkat Desa;

Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;

Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah Desa;

Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi,

inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana

ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan

h. Pembukaan akses perhubungan antar Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (7), Penjabat Kepala Desa mengikutsertakan partisipasi

masyarakat Desa.

®Meao
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(7)

(8)

(1)

Pasal 11

Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan
pelaksanaan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (7) kepada :

a. Kepala Desa Induk; dan

b. Bupati melalui Camat.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Setelah mendapat laporan dari Kepala Desa Persiapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2j, Camat meneruskan
laporan tersebut kepada Bupati.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan
pertimbangan dan masukan bagi Bupati.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh
Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.

Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dinyatakan Desa Persiapan tersebut layak menjadi Desa,
Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang
Pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa.

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten.

Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Bupati menyampaikan
rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk
dievaluasi.

Pasal 12
Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas rancangan
Peraturan  Daerah, Pemerintah  Daerah melakukan

penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah
dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan
terhadap rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan
Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan
kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan
oleh Gubernur. .
Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak
memberikan penolakan terhadap rancangan Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat
mengesahkan rancangan Peraturan Daerah tersebut serta
Sekretaris Daerah mengundangkannya dalam Lembaran Daerah.
Dalam hal Bupati tidak menetapkan rancangan Peraturan
Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, rancangan
Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu 20 {dua puluh}
hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku
dengan sendirinya.

Pasal 13
Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa diundangkan
setelah mendapat Nomor Registrasi dari Gubernur dan Kode
Desa dari Menteri.
Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

Pasal 14 _
Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud da}lam
Pasal 11 ayat (5) menyatakan Desa Pgrmapan terseput tidak
layak menjadi Desa, Desa Persiapan dihapus dan wilayahnya

kembali ke Desa Induk.



(1)
(2)

Penghapusan dan pengembalian Desa Persiapan ke Desa Induk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA
Pasal 15

Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan
program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi wewenang Pemerintah.

Pasal 16

Ketentuan mengenai pembentukan Desa melalui pemekaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14
berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa
melalui penggabungan bagian Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang
bersanding menjadi 1 (satu) Desa baru.

(1)

(2)

(2)

(3)

Pasal 17

Pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa

menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal

S huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang

bersangkutan.

Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihasilkan melalui mekanisme :

a. Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan
menyelenggarakan musyawarah Desa;

b. hasil musyawarah Desa dari setiap Desa menjadi bahan
kesepakatan penggabungan Desa;

c. hasil kesepakatan musyawarah Desa ditetapkan dalam
Keputusan Bersama Badan Permusyawaratan Desa;

d. keputusan Bersama Badan Permusyawaratan Desa
sebagaimana dimaksud huruf ¢ di tandatangani oleh
Ketua/Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dan
diketahui oleh para Kepala Desa yang bersangkutan; dan

e. para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan
penggabungan Desa kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan
tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.

Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V
PENETAPAN DESA

Pasal 18

Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Desa yang ada di
wilayahnya yang telah mendapatkan kode desa.

Hasil inventarisasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah untuk menetapkan
Desa. ‘

Penetapan Desa di Kabupaten Buol sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.



BAB VI
PERUBAHAN STATUS DESA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 19

Perubahan status Desa meliputi :

a.
b.

Desa menjadi Kelurahan; dan
Kelurahan menjadi Desa,;

Bagian Kedua
Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan
Pasal 20

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 huruf a, harus memenuhi syarat :

a.
B

C.

3)

luas wilayah tidak berubah;

jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (Lima ribu) jiwa atau 1.000
(seribu) kepala keluarga;

sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya
pemerintahan Kelurahan;

potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi,
serta keanekaragaman mata pencaharian;

kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status
penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat
industri dan jasa;

meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

akses transportasi antarwilayah dan komunikasi cukup baik;dan
Kondisi Infrastruktur bercirikan perkotaan

batas usia desa paling sedikit 5 (lima) Tahun semenjak
pembentukan

Pasal 21
Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan
berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan
Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan saran dan
pendapat masyarakat Desa setempat.
Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan
disepakati dalam musyawarah Desa.
Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan
perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi
usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak
menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa
menjadi Kelurahan, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten mengenai perubahan status Desa menjadi
Kelurahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
untuk dibahas dan disetujui bersama.
Pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.



Pasal 22

(1) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota Badan
Permusyawaratan Desa dari Desa yang diubah statusnya
menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat dari
jabatannya.

(2) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota Badan
Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan
kemampuan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pengisian jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dari
Pemerintah Daerah bersangkutan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. :

Pasal 23
Seluruh kekayaan/aset Desa yang berubah menjadi Kelurahan
menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah yang digunakan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan tersebut dan
pendanaan Kelurahan d1bebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Bagian Ketiga
Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa
Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status Kelurahan menjadi
Desa Dberdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi
persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan
prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang
bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa.

(3) Pendanaan perubahan status Kelurahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

' Pasal 25

(1) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa hanya dapat
dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya
masih bersifat perdesaan.

(2) Kelurahaan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat
pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
karakteristik :

a. kondisi masyarakat homogen

b. mata pencaharian masyarakat sebagaian besar dibidang
agrarian atau nelayan ; dan

c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas

(3) Perubahaan status Kelurahaan menjadi Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau
sebagaian menjadi Desa dan sebagaian Menjadi Kelurahaan

BAB VII
KEWENANGAN DESA
Pasal 26
Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat-istiadat

Desa.



Pasal 27
Kewenangan Desa meliputi :
a. kewenangan berdasarkan hak asal-usul;

b. kewenangan lokal berskala Desa;

c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28
Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan
kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 29

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan
kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
huruf ¢ dan huruf d diurus oleh Desa.

Pasal 30

(1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah
kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.

Pasal 31

(1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 huruf a paling sedikit terdiri atas:
a. sistem organisasi masyarakat adat;
b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
e. pengembangan peran masyarakat Desa.
(2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:
pengelolaan tambatan perahu;
pengelolaan pasar Desa;
pengelolaan tempat pemandian umums;
pengelolaan jaringan irigasi;
pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos
pelayanan terpadu;
g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
i. pengelolaan embung Desa;
j
k

me a0 o

pengelolaan air minum berskala desa; dan
pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah
pertanian.
(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), Bupati dapat menetapkan jenis kewenangan Desa
sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal mengacu

pada penetapan Menteri



(1)

(3)

Pasal 32
Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi
kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal
berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dengan
melibatkan Desa.
Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan peraturan Bupati
tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan
kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan
Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul
dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi,
kondisi, dan kebutuhan lokal.

Pasal 33

Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah dan Pemerintah
Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(1)

‘ BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 34

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan
Daerah ini dilakukan oleh Bupati.

Bupati dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan
kepada perangkat daerah dan/atau perangkat kecamatan.

Pasal 35

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) meliputi :

a.

b.

o

T om0

memberikan  pedoman = pelaksanaan  penugasan = urusan
Kabupaten yang dilaksanakan oleh Desa; '
memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan
Peraturan Kepala Desa;

memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan
partisipatif;

melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan
aset Desa;

melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa,;

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah
Desa, Badan  Permusyawaratan Desa, dan lembaga
kemasyarakatan;

memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan
Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;

melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan,;
melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui
bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
melakukan peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa dan
lembaga kerja sama antar Desa; dan



O

n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh
Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Desa yang sudah ada
sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap diakui sebagai Desa.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37
Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, Peraturan Daerah
Kabupaten Buol Nomor 11 tahun 2006 tentang Pembentukan,
Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Buol Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11
) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol

Diundangkan di Buo

KABUPATEN BUOL TAHUN 2017 NOMOR J=-
DAERAH KABUPATEN BUOL
0,02/2017

LEMBARAN DAERA
NOMOR REGISTER\PERATURA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
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II.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENATAAN DESA

UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan guna
mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan,
dan pembinaan kemasyarakatan serta pelayanan masyarakat,
maka perlu menetapkan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Buol
beserta kode dan data administrasi wilayah pemerintahan.

Setelah dilakukan inventarisasi Desa-Desa dan Kelurahan
yang berada di wilayah Kabupaten Buol, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, sebanyak 115 (seratus lima belas) Desa dan 7
(tujuh) Kelurahan yang terdapat dalam 11 (sebelas) Kecamatan
ditetapkan sebagai Desa dan Kelurahan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.



Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.



Pasal 30 .
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2017
NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL

PROVINSI SULAWESI TENGAH 10,02/2017



LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR... TAHUN 2017
TENTANG

PENATAAN DESA

O

KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BUOL

i KODE DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN _} KET
KABUPATEN | KECAMATAN KELURAHAN DESA LUAS(IZ;IE?YAH
1 2 3 4 5 6 4
72.05 BUOL 11 7 115 4.043,57
72.05.01 1. MOMUNU - 16 400,40
72.05.01.2001 1. Momunu
72.05.01.2002 2. Pinamula
72.05.01.2003 3. Pujimulyo
72.05.01.2004 - 4. Taluan
72.05.01.2005 B 5. Potugu
72.05.01.2006 6. Panimbul
72.05.01.2007 7. Tongon
72.05.01.2008 8. Lamadong II
72.05.01.2009 _ 9. Pomayagon
72.05.01.2010 10. Guamonial
72.05.01.2011 11. Lamadong]
72.05.01.2002 , 12. Pajeko
Kulango
S Boilan Menjadi Wil. Kec. Tiloan, Perda
No. 25/2003. i 1
Kokobuga Menjadi Wil, Kec. Tiloan, Perda |

17
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Air Terang

No. 25/2003,.

Menjadi Wil. Kec. Tiloan, Perda
No. 25/2003.

Panilan Jaya

Menjadi Wil. Kec. Tiloan, Perda
No. 25/2003.

Jatimulya Menjadi Wil. Kec. Tiloan, Perda
=5 No. 25/2003.
;g:gg:gi:ggg? 13. Wakat Perda No. 9/2004
72.05.01 202'2 14. Soraya Perda No. 9/2004
T 15. Pinamula Perda No. 9/2004, Perubahan
Baru nama Desa Permata Putih
Perda No. 9/2004
;7,3.(())55.%12.2023 16. Mangubi Perda No. 20/2007 __
.05.02. 2. LAKEA - 7 208,55 Perubahan Nama Biau Menjadi
Lakea Perda No. 10/2008
Buol Menjadi Wil. Kec. Lipunoto,
Perda No. 25/2003. ,
Kali Menjadi Wil. Kec. Lipunoto,
) Perda No. 25/2003.
Leok II Menjadi Wil. Kec. Lipunoto,
Perda No. 25/2003.
Leok I Menjadi Wil. Kec. Lipunoto,
Perda No. 25/2003.
Kumaligon Menjadi Kelurahan. Perda No.
3 06/2005.
Mokupo Menjadi Wil. Kec. Karamat,
T Perda No. 21/2007
Busak I Menjadi Wil. Kec. Karamat,
Perda No. 21/2007
Busak II Menjadi Wil. Kec. Karamat,
72.05.02.2000 T T Perda No. 21/2007
72.05.02.2010 2' Likeail
172.05.02,2011 3' Laleal
72.05.02.2012 4' Liltan Budi

18
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Mendaan Perda No. 8/2004, menjadi Wil.
Kec. Keramat, Perda No.
21/2007
Baruga Perda No. 8/2004, menjadi Wil.
Kec. Keramat, Perda No.
21/2007
Monano Perda No. 8/2004, menjadi Wil.
Kec. Keramat, Perda No.
21/2007
Lamakan Perda No. 8/2004, menjadi Wil.
Kec. Keramat, Perda No.
21/2007
72.05.02.2017 Esm——
7205.02.2018 6. Ngune Pemekaran Desa Lakea I, Perda
No. 3/2011
72.05.02.2019 7. Ilambe Pemekaran Desa Lakea I, Perda
No. 3/2011
72.05.03. 3. BOKAT 15 196,10
72.05.03.2001 [ Tayadun s
72.05.03.2002 5 Pbongan
72.05.03.2003 3 Bongs
72.05.03.2004 e e
Mopu Menjadi Wil. Kec. Bukal. Perda
No. 25/2003
Unone Menjadi Wil. Kec. Bukal. Perda
No. 25/2003
Diat
Potangoan
72.05.03.2010 = 5:::?; - —
72.05.03.2011 & Kodolagon
Biau Menjadi Wil. Kec. Bukal. Perda
: No. 25/2003
Bungkudu Menjadi Wil. Kec. Bukal. Perda
No. 25/2003

19



[72.05.032014 |

72.05.03.2015

7. Negeri Lama

8. Bokat IV :
Rantemaranu Menjadi Wll Kec. Bukal. Perda
— No. 25/2003
Winagun Menjadi Wil. Kec. Bukal. Perda
N No. 25/2003
72.05.03.2018 9. Bokat
72.05.03.2019 B 10, Butaken Perda No. 11/2004
72.05.03.2020 ] 11. Tikopo Perda No. 11/2004
1 72.05.03.2021 [ W N 12, Bukamog Perda No. 11/2004
72.05.03.2022__ - | I A _‘M*“"“'_ijf;ﬁ_g" i Perda No. 11/2004
72.05.03.2024 N ] 15. Langudon Perda No. 18/2007
72.05.04. 4. BUNOBOGU - 10 327,15
72.05.04.2001 1. Lonu
72.05.04.2002 2. Tamit
NZZ;Q.S-_O_“@QQS________ - 3. Botugolu
72.05.04.2004 I — 4. Bunobogu
72.05.04.2005 5. Konamukan
72.05.04.2006 6. Ponipingan
72.05.04.2007 7. Inalatan
Lokodidi Menjadi Wil. Kec. Gadung,
Perda No. 25/2003
Matinan Menjadi Wil. Kec. Gadung,
N Perda No. 25/2003
Taat Menjadi Wil. Kec. Gadung,
Perda No. 25/2003
Lokodoka Menjadi Wil. Kec. Gadung,
Perda No. 25/2003
labutoan Menjadi Wil. Kec. Gadung,
Perda No. 25/2003 ,
Bulagidun Menjadi Wil. Kec. Gadung,
Perda No. 25/2003
Diapati Menjadi Wil. Kec. Gadungv
Perda No. 25/2003
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72.05.04.2015

72.05.04.2016

8. Domag Mekar

Perda No. 13/2004

9. Bunobogu Pemekaran Desa Bunobogu,
72.05.04.2017 Selatan Perda No. 4/2011
10. Pokobo Pemekaran Desa Lonu, Perda
72.05.05. No. 4/2011
72.05.05.2001 S. PALELEH - 12 386,19 '
72.05.05.2002 1. Umu
72.05.05.2003 2. Mulangato
72.05.05.2004 3._Lilito
72.05.05.2005 | T ———— 4. Talaki
72.05.05.2006 S. Baturata
72.05.05.2007 6. Kwala Besar
72.05.05.2008 7. Tolau
72.05.05.2009 g- Iljfile_lgh
. _Lintidu
L Oyak Menjadi Wil. Kec. Paleleh Barat,
Perda No. 21 /2007
Timbulon Menjadi Wil. Kec. Paleleh Barat,
Perda No. 21/2007
Lunguto Menjadi Wil. Kec. Paleleh Barat,
: Perda No. 21/2007
Bodi Menjadi Wil. Kec. Paleleh Barat,
72.05.05.2014 10, Pi Perda No. 21 /2007
. Pionoto
N —— e L | Lilito
Harmoni Perda No. 15/2004, Menjadi
. Wil. Kec. Paleleh Barat No.
| 72.05.05.2017 21/2007
72.05.05.2018 | 11. Dopalak Perda No. 15/2004
12. Dotuno Perda No. 15/2004
Tayakan Perda No. 16/2007, Menjadi
Wil. Kec, Paleleh Barat No.
21/2007
hulubalang Perda No. 16/2007, Menjadi
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21/2007 '
72.05.06. 6. BIAU 7 : 217,80 Perda No. 25/2003, Perubah
Nama Lipuhoto Menjadi Biau
Perda No. 10/2008.
72.05.06.1001 1. Buol
72.05.06.1002 2. Kali
72.05.06.1003 3. Leok II
72.05.06.1004 4. Leok |
72.05.06.1005 5. Kumaligon Menjadi Kel. Perda No. 6/2005
72.05.06.1006 6. Kulango Menjadi Kel. Perda No. 6/2005
._72_'05-(_)6'1007 I — 7_‘ Bug-i_é """"""" Menjadi Kel. Perda No. 672005
72.05.07. 7. TILOAN . , 9 1437,70° Perda No. 25/2003
72.05.07.2001 1. Boilan
72.05.07.2002 2. Kokobuka
72.05.07.2003 3. Air Terang
72.05.07.2004 4. Panilan Jaya
| 72.05.07.2005 - S. Jatimulya
72.05.07.2006 | B 6. Lomuli Perda No. 10/2004
72.05.07.2007 7. Balau Perda No. 10/2004
72.05.07.2008 8. Maniala Perda No. 10/2004
72.05.07.2009 9. Monggonit Perda No. 19/2007
72.05.08, 8. BUKAL - 14 355,52 Perda No. 25/2003
72.05.08.2001 1. Biau
72.05.08.2002 B T ] 2. Bungkudu B . -
72.05.08.2003 3. Rantemaranu
72.05.08.2004 4. Winangun
72.05.08.2005 5. Modo I Perda No. 25/2003
72.05.08.2006 6. Unone
72.05.08.2007 7. Mopu
72.05.08.2008 8. Diat
72.05.08.2009 9. Potangoan :
72.05.08.2010 10. Binuang Perda No. 12/2004
72.05.08.2011 11. Yugut Perda No. 12/2004
72.05.08.2012 12. Mooyong Perda No. 12/2004
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72.05.08.2013

13. Mulat Pemekaran Desa Mopu Perda

No.5/2011 i
72.05.08.2014 14. Bukal Pemekaran Desa Winangun

Perda No.5/2011
72.05.09. 9. GADUNG 11 160,38 Perda No. 25/2003
72.05.09.2001 1. Lokodidi
72.05.09.2002 2. Matinan
72.05.09.2003 3. Taat
72.05.09.2004 4. Lokodoka
72.05.09.2005 5. Labuton e
72.05.092006 6. Bulagjdun
72.05.09.2007 7. Diapati
72.05.09.2008 8. Nandu Perda No. 14/2004
72.05.09.2009 9. Lipubogu Perda No. 14/2004
72.05.09.2010 10. Bulogidon Perda No. 17/2007

Tanjun ;

72.05.09.2011 11. Pa:idar?gan Pemekaran Desa Taat, Perda

No.6/2011
72.05.10. 10. KARAMAT 153,10 Perda No.‘21 /2007 :
72.05.10.2001 1. Mokupo Semua Wilayah Kec. B{au
72.05.10.2002 2. Mendaan Semua Wilayah Kec. B%au
72.05.10.2003 3. Baruga Semua Wilayah Kec. Biau
72.05.10.2004 4. Monano Semua Wilayah Kec. Biau
72.05.10.2005 5. BusaklI Semua Wilayah Kec. Biau
72.05.10.2006 6. Busakl]l Semua Wilayah Kec. Biau
72.05.10.2007 7. Lamakan Semua Wilayah Kec. Biau
72.05.11. 11. PALELEH 200,68 Perda No. 21/2007
72.05.11.2001 _— 1. Bodi Semula Wilayah Kec. Paleleh
72.05.11.2002 2. Toyokan Semula Wﬂayah Kec. Paleleh
72.05.11.2003 3. Harmoni Semula Wilayah Kec. Palgleh
72.05.11.2004 4. Lunguto Semula Wilayah Kec. Paleleh
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72.05.11,2005

S. Timbulon

Semula Wilayah Kec. Paleleh

72.05.11.2006

6. Oyak

Semula Wilayah Kec. Paleleh

72.05.11.2007
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7. Hulubalang

Semula Wilayah Kec. Paleleh




